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ABSTRAK 

Perjanjian jual beli harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain jual beli dalam 
kehidupan sehari-hari sering dilakukan dan mudah ditemukan. Dimana jual beli 
adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk 
menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar 
harga yang telah diperjanjikan dan umumnya tidak benar-benar menyadari bahwa 
suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila terjadi 
kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya dalam perjanjian.  
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian 
yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk prilaku hukum, 
dimana pokok kajiannya berupa hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau 
kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan prilaku setiap orang. 
Dari hasil penelitian ini yaitu menjual belikan tanah warisan yang belum dibagi 
tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris lain maka baik menurut 
hukum perdata maupun hukum Islam adalah batal atau tidak sah dan termasuk 
kedalam pelanggaran hukum. Apabila sudah setuju seluruh ahli waris lain, maka 
menjual belikan tanah warisan yang belum di bagi tersebut hukumnya sah. 
Pembeli yang mengalami masalah dalam jual beli tanah terutama dalam tanah 
yang berasal dari tanah warisan dapat mengalami kerugian baik materiil maupun 
imateril. Hal yang demikian pembeli seharusnya mendapatkan ganti kerugian 
penjual sebagai upaya perlindungan hukum bagi pembeli sesuai dengan yang 
diamanatkan dalam Pasal 4 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak konsumen/pembeli untuk 
mendapatkan ganti rugi. Pembeli tanah dapat melakukan gugatan keperdataan atas 
kelalaian yang dilakukan oleh si penjual, sehingga dengan adanya gugatan perdata 
ini pembeli dapat menuntut ganti kerugian atau pengembalian sejumlah uang yang 
telah digunakan untuk pembayaran tanah kepada penjual. 

 
 

Kata kunci: tanah warisan, KHUPerdata, KHI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sering terjadi di lingkungan masyarakat yang masih melakukan jual 

beli tanah warisan yang belum dibagi tanpa sepengetahuan ahli waris lainya. 

Tanah merupakan kebutuhan Hal ini sangat penting bagi keberadaan manusia, 

mengingat bahwa tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup setiap 

individu sejak lahir hingga meninggal, dan dengan mempertimbangkan fakta 

bahwa sebagian besar pola ekonomi dan struktur kehidupan masyarakat masih 

berakar pada praktik pertanian. Ada beberapa dimensi signifikansi yang 

terkandung dalam tanah bagi keberadaan manusia. Dari sudut pandang 

ekonomi, tanah merupakan alat produksi yang mempunyai potensi untuk 

memberikan hasil yang sukses. Kedua, dalam konteks politik, posisi seseorang 

dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat mungkin dipengaruhi 

oleh tanahnya. Ketiga, karena merupakan modal budaya, maka ia mempunyai 

kemampuan untuk menunjukkan tinggi atau buruknya kedudukan sosial 

pemiliknya. Makna suci melekat pada tanah karena pada akhir hidup manusia, 

mereka semua akan kembali ke tanah.1 

Tanah dalam pengertian yuridis adalah hak atas tanah adalah hak atas 

suatu bagian tertentu di permukaan bumi, yang terbatas pada dua dimensi dan 

1 Heru Nugroho, Menggugat Kekuasaan Negara, Surakarta, Muhamadiyah University Press, 
2001. Hlm. 237. 
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ukuran panjang dan lebarnya. Hak atas tanah adalah salah satu bentuk 

kepemilikan atas tanah.2 

3. Peralihan hak milik atas tanah harus 

melibatkan smua ahli waris dan pelibatan semua ahli waris dilakukan untuk 

menghindari sengketa di kemudian hari. Proses pembagian hak milik atas 

tanah warisan hendaknya di bagi menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI NO. 32 

di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama terlebih dahulu, dan 

hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus di 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penuyusun 

merumuskan rumusan masalah yang di bahas penelitian ini yaiu, (1) 

Bagaimana dampak hukum terhadap proses jual beli tanah warisan yang 

belum di bagi?, dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli 

harta warisan yang belum di bagi?. 

Penelitian ini bertujuan, mengetahui dan melakukan analisa terhadap 

akibat hukum yang berkaitan dengan proses jual beli tanah warisan yang 

belum terbagi, serta mengetahui dan mendalami perlindungan hukum yang 

2 Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi 
Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994. Hlm. 17 

 
3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830. 
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dapat diberikan kepada pembeli harta warisan. yang belum terbagi. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memenuhi kriteria perolehan gelar sarjana pada 

program studi hukum jurusan hukum Universitas Muhammadyah Mataram. 

Inilah kelebihan penelitian ini. Kajian ini dilakukan dengan harapan agar 

temuan-temuan yang diperoleh mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan 

ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata. 

Untuk menjawab rumusan masalah di atas jenis penelitian yang di 

gunakan adalah penelitian hukum normatif.4 Dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute Approach)5 dan pendekatan kasus. 

Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan jenis data hukum 

yang digunakan dalam penyidikan ini. Sumber data tersebut meliputi bahan 

hukum primer dan sekunder, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari 

kamus, ensiklopedia, dan bahan lain yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. 

Penulis kemudian merasa tertarik dengan permasalahan tersebut, 

sehingga mencoba untuk mengkaji dan membahas masalah di atas dengan 

judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES JUAL BELI 

TANAH WARISAN YANG BELUM DI BAGI MENURUT HUKUM 

POSITIF  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dampak hukum terhadap proses jual beli tanah warisan yang 

belum di bagi? 

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hlm. 133 
5 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet.10, PT.Raja 

Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.165 
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2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli tanah warisan yang 

belum di bagi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisi dampak hukum terhadap proses jual 

beli tanah warisan yang belum di bagi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

pembeli tanah warisan yang belum di bagi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran yang berharga terhadap pengembangan 

konsep ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan hukum waris. 

2. Manfaat  Praktis 

Manfaat praktis adalah penelitian dilakukan karena ada masalah yang 

ingin di selesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat 

yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Serta 

diharapkan penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan kepada 

dampak hukum terhadap proses jual beli tanah warisan yang belum di 

bagi. 

3 Manfaat Akademisi Penelitian ini sebagai syarat menperoleh gelar sarjana 

hukum   di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. 
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E. Keaslian Penelitian 

No Nama dan judul skripsi Permasalahan Hasil penelitian Perbedaan 

1 Berlianinda Akhmetin 

Mahmudah, 2022.6 Tinjauan 

Yuridis Proses Perjanjian 

Jual Beli Tanah Warisan 

(Studi Di Kantor 

Notaris/PPAT Sragen) 

1) Bagaimana 

cara membuat 

perjanjian jual 

beli harta 

warisan di 

Kabupaten 

Sragen? 2) Apa 

tanggung jawab 

dan hak 

masing-masing 

pihak yang 

terlibat dalam 

pengaturan 

tersebut? 

Para pihak harus 

datang langsung 

ke kantor 

Notaris/PPAT 

untuk mengurus 

surat-surat yang 

diperlukan 

untuk perjanjian 

jual beli harta 

warisan. Para 

personel di sana 

akan 

menjelaskan 

langkah-langkah 

yang harus 

diambil masing-

masing pihak. 

Di sini pembeli 

dan penjual atau 

ahli warisnya 

disebut sebagai 

para pihak. 

Semua ahli 

waris harus 

menyetujui dan 

BMahmudah, 

erlianinda, 2022. 

Penelitian Pada 

Kantor 

Notaris/PPAT 

Sragen Tentang 

Pemeriksaan 

Hukum Akad 

Jual Beli 

Properti 

Warisan 

Peninjauan 

kembali secara 

yuridis terhadap 

proses jual beli 

tanah warisan 

yang belum 

dibagi menurut 

peraturan 

perundang-

undangan positif 

adalah tesis 

Julkifli. 

Berlianinda Akhmetin Mahmudah, 2022.  Tinjauan Yuridis Proses Perjanjian Jual Beli 
Tanah Warisan (Studi Di Kantor Notaris/PPAT Sragen). Skripsi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.
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menghadap 

langsung kepada 

Notaris/PPAT 

apabila seluruh 

harta warisan 

hendak dijual. 

Setelah seluruh 

dokumen yang 

diperlukan 

diterima, 

Notaris atau 

PPAT dapat 

segera membuat 

Akta Jual Beli 

(AJB). Akta ini 

kemudian 

ditandatangani 

oleh pembeli, 

penjual, dan 

Notaris atau 

PPAT; dalam 

hal ini semua 

pihak yang 

terlibat harus 

hadir, atau 

wakilnya harus 

hadir, agar tanda 

tangannya sah. 

Anda dapat 

membuat surat 

kuasa di kantor 
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notaris di 

kediaman ahli 

waris jika Anda 

secara fisik ada 

di sana tetapi 

tempat 

tinggalnya jauh. 

Tanah tersebut 

harus 

didaftarkan pada 

saat Akta Jual 

Beli (AJB) telah 

ditandatangani 

oleh semua 

pihak yang 

terkait, 

sebagaimana 

tercantum dalam 

Pasal 37 ayat (1) 

PP No. 24 

Tahun 1997 

yang mengatur 

tentang 

pendaftaran 

tanah. Mereka 

yang berwenang 

untuk 

melakukan hal 

tersebut 

selanjutnya 

dapat 
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memberitahukan 

kepada Kantor 

BPN mengenai 

persyaratan 

pendaftaran 

tanah. 

2 Zia Addin Rahmadi, 2021.7

Pelaksanaan Jual Beli Hak 

Milik Atas Tanah Warisan 

(Analisis Putusan Nomor : 

0015/Pdt.G/2018/PTA.Mtr)  

1. Siapakah 

yang boleh 

secara sah 

membeli dan 

menjual tanah 

yang 

diwariskan? 

Adapun 

pertanyaan ke 

2, apa akibat 

dari jual beli 

harta benda 

yang 

diwariskan 

secara turun-

temurun secara 

sah? 

Tentang 

Pelaksanaan 

Perumusan 

Mengenai 

Rumusan 

Hukum Hasil 

Rapat Paripurna 

Kamar 

Mahkamah 

Agung Tahun 

2016, sebagai 

pedoman 

pelaksanaan 

tugas 

Mahkamah, 

lihat Surat 

Edaran 

Mahkamah 

Agung (SEMA) 

Nomor 7 Tahun 

2012. Sesuai 

dengan 

Pedoman Kamar 

Menurut Zia 

Addin Rahmadi 

pada tahun 

2021. Berbicara 

tentang 

Jual Beli Hak 

Milik Atas 

Tanah Warisan 

(Analisis 

Putusan Nomor: 

0015/Pdt.G/201

 

Di sisi lain, 

Julkifli 

kembali 

terhadap proses 

jual beli tanah 

warisan yang 

belum dibagi 

menurut hukum 

 

Zia Addin Rahmadi, 2021.  Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Warisan (Analisis 
Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2018/PTA.Mtr). Skripsi Universitas Mataram.
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Mahkamah 

Agung 

Pelaksanaan 

Tugas Peradilan, 

sebagaimana 

dimaksud pada 

poin IX surat 

edaran khusus 

ini (4 Tahun 

2016), yang 

selanjutnya 

dipertegas 

sebagai standar 

wajib bagi 

hakim dalam 

menganalisis 

dan memutus 

suatu perkara 

melalui SEMA 

Nomor 5 Tahun 

2014, surat ini 

berfungsi untuk 

melindungi 

nasabah yang 

mempunyai niat 

baik. 

Perjanjian 

antara pembeli 

dan penjual 

untuk menjual 

dan memperoleh 
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tanah warisan 

penjual 

mempunyai 

akibat hukum 

yang sah. 

Menurut Pasal 

1338 ayat (1) 

Kitab Undang-

undang Hukum 

Perdata yang 

menyatakan 

segala akad 

(perjanjian) 

yang dibuat 

dengan sah 

berlaku sebagai 

undang-undang 

bagi yang 

maka 

kedudukan 

penjual tetap 

dipertahankan 

dalam pemilikan 

dan penguasaan 

yang sah atas 

barang tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Tanah 

1. Pengertian Tanah  

Tanah merupakan Banyak sekali masyarakat yang kehidupannya 

ditopang oleh sumber daya alam. Hal ini karena sumber daya alam 

merupakan tempat di mana setiap orang tinggal dan mencari nafkah; Oleh 

karena itu, tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan umat 

manusia. Tanah juga merupakan aset milik negara dan dibutuhkan oleh 

perseorangan, maupun oleh badan hukum atau organisasi yang 

penguasaannya diatur oleh undang-undang negara, dan penggunaannya 

diperuntukkan seluruhnya untuk anggota masyarakat. 

Menurut hukum agraria, istilah tanah berasal dari kata Belanda 

agrarius mengacu pada budidaya, sawah, dan pertanian. Dalam bahasa 

Inggris, istilah agrarian mengacu pada lahan pertanian.8 

Dalam hukum tanah Malaysia, pengertian Tanah yang disebut land, 

memiliki beberapa arti, beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Permukaan bumi dan seluruh komponen yang menyusun 

permukaannya 

8 M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1 
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b. Bagian bumi yang berada di bawah permukaan beserta segala 

isinya 

c. Semua tumbuhan dan sumber daya alam, termasuk yang telah 

diubah menjadi produk produksi serta yang masih berada di atas 

atau di bawah permukaan bumi. 

d. Segala sesuatu yang letaknya baik terus menerus maupun 

sementara di atas atau di bawah permukaan bumi sampai derajat 

tertentu.9 

e. Bagian bumi dibawah air  

Menurut Pasal 1 ayat 4 UUPA junto Pasal 4 ayat 1 UUPA 

tanah adalah permukaan bumi dan tubuh bumi dibawahnya serta yang 

berada dibawah air. Yang berarti bahwa pengertian tanah meliputi 

permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang 

berada dibawah air termasuk air laut.10 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), tanah adalah: 

Pertama, Permukaan bumi atau lapisan bumi yang berada di atasnya, 

keadaan bumi pada suatu lokasi tertentu, dan permukaan bumi yang 

dibatasi merupakan ketiga komponen penyusun bumi.  

Definisi tanah dalam statute 205 (1 ix) Law of property act 

(Undang-undang perumahan), tanah meliputi tanah umum dan 

kawasan pertambangan dan mineral, bangunan-bangunan atau bagian-

9 Ibid., hlm. 2  
10 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang 

pokok agrarian, isi dan pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Jilid 1,(Jakarta: 
Djambatan,2008), hlm. 18. 
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bagian bangunan dan tanah-tanah dengan hak ulayat yang bersifat 

turun-temurun dan juga disewakan, serta fasilitas-fasilitas warisan 

lainnya serta kemudahan memperoleh hak, hak pribadi, atau segala 

sesuatu yang bermanfaat yang timbul dari tanah itu, merupakan 

contoh-contoh harta benda. yang termasuk dalam kategori ini.11 

Menurut Maria R. Ruwiastuti, Tanah adalah suatu wilayah 

yang mempunyai potensi ekonomi dan mampu menyediakan 

penghidupan bagi suatu penduduk (dapat berupa hutan, sungai, 

gunung, sumber daya mineral, atau ladang pertanian), dan juga 

dianggap sebagai landasan budaya masyarakatnya. sedang dibahas. 

Penjelasan singkat mengenai gagasan tentang tanah sebagaimana 

dikemukakan oleh para ahli dapat diperoleh sebagai berikut: 

1. Memiliki pemahaman tentang tanah dari segi fisik 

2. Memperoleh pemahaman tentang tanah ditinjau dari 

penguasaannya 

3. Memahami tanah ditinjau dari ciri-ciri atau kelebihannya 

Yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi yang 

dapat dikuasai oleh negara, masyarakat hukum adat, perseorangan, dan 

badan, serta dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang mempunyai 

kepentingan ekonomi dan budaya. Definisi ini dapat diambil dari tiga 

hal yang telah dibahas di atas. 

 

11 Ibid., hlm. 9 
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2. Manfaat Tanah 

Pada umumnya manfaat tanah bagi masyarakat adalah 

dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, untuk pembangunan tempat tinggal, 

untuk pendirian usaha, dan untuk kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, agar 

lebih mudah dipahami, penulis akan memaparkan manfaat-manfaat yang 

dimiliki tanah bagi kehidupan masyarakat di bawah ini. 

Menurut Maria R. Ruwistuti, terdapat dua kategori fungsi yang 

dapat dilakukan oleh tanah, yaitu: 1potensi ekonomi, lebih khusus lagi 

potensi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang 

menjadikan tanah sebagai tempat tinggal utama. Lahan yang dicirikan oleh 

tutupan hutan, sungai, gunung, sumber daya mineral, dan lahan pertanian 

merupakan contoh properti yang pemiliknya mempunyai kemampuan 

untuk mengatur dan mengeksploitasinya. Ada banyak kegunaan berbeda 

yang dapat dilakukan dengan lahan yang memiliki fungsi ekonomi. 2) 

Bertemunya dua atau lebih kebudayaan dalam suatu masyarakat 

merupakan fungsi dari kebudayaan daratan, dan di daratan inilah orang-

orang melakukan interaksi sosial satu sama lain dalam interaksi tersebut. 

Hal ini mewakili potensi budaya yang dimiliki bangsa.12 

Pakar hukum Perancis Leon Duguit mengajukan gagasan tentang 

tujuan sosial dari hak atas tanah, dari sinilah konsep hak atas tanah sebagai 

barang sosial pertama kali muncul. Konsep ini pertama kali muncul 

sebagai reaksi terhadap gerakan-gerakan yang berupaya melemahkan 

12 M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 12  
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pandangan dunia liberal klasik yang sedang berkembang saat itu. Ide-ide 

liberal klasik tentang kepemilikan properti atau hak kepemilikan tanah 

dikatakan sebagai aliran pemikiran yang dominan dalam teori hukum dan 

politik kontemporer, seperti yang diungkapkan oleh Sheila R. Foster dan 

Daniel Bonilla. Akibat dari pengertian tersebut, muncullah pemikiran 

bahwa kepemilikan atas tanah merupakan suatu hak yang bersifat 

subyektif dan bersifat mutlak. Sejumlah sudut pandang teoretis, termasuk 

komunisme, sosialisme, dan liberalisme egaliter, telah menyatakan 

ketidaksetujuannya terhadap gagasan ini sepanjang perkembangannya. 

Alhasil, kritik-kritik tersebut berujung pada berkembangnya ide-ide baru, 

yakni gagasan-gagasan alternatif yang paling persuasif dan kuat sepanjang 

abad ke-20. Salah satu konsep tersebut adalah tujuan sosial dari hak atas 

tanah.13 

Selain itu Martin Dixon menyatakan bahwa tanah merupakan 

adalah hak yang berkaitan dengan aset fisik. Tanah mempunyai ciri-ciri 

tertentu, salah satunya harus memenuhi syarat-syarat kehidupan 

bermasyarakat. Hal ini memerlukan sistem hukum pertanahan yang 

dirancang untuk memastikan bahwa tanah digunakan untuk kepentingan 

masyarakat. Pandangan ini didukung oleh Maria S.W. Sumardjono yang 

memberikan bukti bahwa tanah itu kini sebagai social asset dan capital 

asset.  

13 Ibid Hlm. 300  



16 

 

Sebagai sosial asset tanah merupakan tanah yang merupakan 

modal dalam pembangunan dan berkembang sebagai barang ekonomi 

yang sangat penting serta menjadi bahan perdagangan dan obyek 

spekulasi, merupakan salah satu cara untuk mengikat solidaritas sosial 

dalam masyarakat agar dapat hidup dan eksis. sedangkan harta modal 

merupakan unsur modal dalam pembangunan.14 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Tanah sangat 

penting bagi keberadaan manusia dan terkait langsung dengan kehidupan 

sosial. Tanah harus menjalankan peran sosialnya dalam masyarakat agar 

dapat memenuhi fungsi sosialnya. 

B. Tinjauan Tentang Jual Beli Hak atas Tanah 

1. Pengertian Jual Beli Hak atas Tanah 

Tindakan negosiasi seringkali dilakukan sebelum perjanjian dibuat 

dan menentukan apakah perjanjian tersebut bersifat permanen. Para pihak 

dalam suatu perjanjian jual beli wajib melaksanakan syarat-syarat 

perjanjian itu setelah menjadi perjanjian tetap.15 

Jual beli adalah suatu pengaturan di mana satu pihak berkomitmen 

untuk menyerahkan kepemilikan suatu benda kepada pihak lain dengan 

imbalan pembayaran harga pembelian yang telah disepakati. Mereka yang 

dijanjikan oleh salah satu pihak (penjual) wajib menyerahkan atau 

mengalihkan hak milik atas barang yang dijual, sedangkan mereka yang 

14 Ibid Hlm. 305  
15 Abdul Kadir Muhammad. 2014 Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hlm. 317 
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dijanjikan pihak lain wajib membayar sejumlah uang yang telah 

disepakati.16 

Mengingat proses jual beli tanah merupakan serangkaian tindakan 

yang bertujuan untuk memperoleh tanah, Oleh karena itu, keikutsertaan 

PPAT dalam pelaksanaan akta jual beli sangatlah penting dalam prosedur 

tersebut. Hal ini antara lain terlihat dari fungsi akta PPAT:17 

1. Akta PPAT dengan tujuan untuk memberikan bukti yang pasti bahwa 

sebidang tanah tertentu telah dijual dan dibeli pada hari tertentu oleh 

orang atau badan tertentu yang disebutkan dalam dokumen; 

2. Adanya bukti berupa akta PPAT yang merupakan keharusan bagi 

Kepala Kantor Pertanahan untuk mendaftarkan jual beli properti 

tersebut. 

3. Dilakukannya suatu jual beli di hadapan PPAT, disertai dengan 

ditunjukkannya akta PPAT sebagai alat bukti, tidak merupakan syarat 

sahnya jual beli yang dilakukan. 

4. Pemenuhan syarat-syarat kebendaan dalam jual beli merupakan faktor 

penentu sah atau tidaknya suatu jual beli. 

Aturan umum perjanjian memberikan keleluasaan yang sebesar-

besarnya bagi subjek hukum untuk mengadakan perjanjian yang memuat 

apa saja dalam bentuk apa pun, termasuk perjanjian jual beli yang mengikat 

secara hukum, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, 

ketertiban umum, atau kesusilaan. 

16 Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, hlm. 79 
17 Arie Sukanti Hutagalung. 2017. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta: 

Swadaya Grup, hlm. 41. 
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Perjanjian pengikatan jual beli lahir sebagai akibat terhambatnya 

atau Sulit untuk menyelesaikan transaksi yang melibatkan penjualan atau 

perolehan hak milik karena banyaknya peraturan hukum yang mengatur 

transaksi tersebut. Para pihak yang terlibat dalam jual beli hak atas tanah 

mungkin telah menyepakati batasan-batasan tertentu, atau persyaratan 

tersebut mungkin diberlakukan dalam batas-batas yang diwajibkan oleh 

undang-undang. Misalnya, untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB), 

harus dipenuhi syarat-syarat hukum tertentu, seperti pembayaran jual beli. 

Dalam kebanyakan kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan atau 

pembelian sudah menyetujui persyaratan yang mungkin berlaku. Misalnya, 

dalam transaksi jual beli suatu barang, pembeli memerlukan surat 

keterangan hak milik atas barang itu sendiri, namun pembeli belum 

mempunyai surat hak milik atas tanah yang akan dijualnya. Penting bagi 

pembeli untuk memverifikasi bahwa tanah yang dijual memiliki sertifikasi 

yang diperlukan. Namun dalam hal ini pembeli hanya mampu membayar 

setengah dari harga hak atas tanah yang telah disepakati karena ia belum 

mampu membayar seluruhnya. Mempertimbangkan semua ini, maka dapat 

dipastikan proses pembuatan dokumen jual beli akan terhambat. Pejabat 

yang bertanggung jawab membuat akta tanah menolak menerbitkan akta 

jual beli karena seluruh syaratnya belum dipenuhi. Inilah alasan mengapa 

hal ini terjadi. Telah terjalin kesepakatan antara para pihak bahwa jual beli 

akan terjadi pada saat sertifikat sudah diproses, atau setelah harga dibayar 

lunas, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar mereka bisa terus 
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berjualan tanpa ada gangguan. Sudah lazim bagi para pihak yang ingin 

melakukan jual beli untuk menyatakan perjanjian pertama kali dalam 

bentuk perjanjian, yang kemudian disebut dengan perjanjian pengikatan 

jual beli. Tindakan ini dilakukan untuk menjamin bahwa perjanjian tersebut 

tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan syarat-syarat yang diminta tetap 

dapat dipertimbangkan. Dalam praktek sehari-hari, akta pengikatan jual beli 

(PJB) sering digunakan untuk menyebut suatu perjanjian yang mengikat 

secara hukum atas suatu jual beli yang dibuat di hadapan notaris. 

Ketika adanya perjanjian jual beli yang mengikat  menjadi beberapa 

bagian perjanjian kita dapat lebih memahami maksudnya. Untuk 

meresmikan jual beli sebelum terjadi, R. Subekti menyatakan bahwa para 

pihak yang terlibat harus membuat Perjanjian Jual Beli. Sederhananya, 

persyaratan tertentu harus dipenuhi sebelum hal lain dapat dilanjutkan. agar 

jual beli dapat terlaksana, termasuk belum lengkap atau belumnya akta 

tersebut. Makna dari perjanjian tersebut dapat dilihat pada sub bab sebelum 

ini. Karena masih dalam proses penyelesaian, harganya belum dibayar. 

Sementara itu, Perjanjian jual beli yang mempunyai kekuatan hukum, 

menurut Herlien Budiono, merupakan perjanjian bantuan dengan tujuan 

untuk mengadakan perjanjian pendahuluan yang baik.18 

Sebelum dilaksanakannya perjanjian pokok yang disebut Perjanjian 

Jual Beli, diadakan perjanjian pendahuluan yang disebut perjanjian 

pengikatan jual beli. Tujuannya adalah untuk meletakkan dasar, atau 

18 Herlien Budiono. 2004. Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Mutlak. Jakarta: Renovi. hlm. 
57 
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setidaknya memperkuat, kesepakatan utama. Hal senada disampaikan 

Herlien Budiono ketika mengatakan bahwa tujuan perjanjian bantuan 

adalah untuk menjalin, mengukuhkan, menguatkan, mengatur, mengubah, 

atau mengakhiri suatu hubungan hukum.  

Sebagai perjanjian awal atau perjanjian pendahuluan, perjanjian 

pengikatan jual beli bertujuan untuk memberikan penegasan untuk 

melaksanakan perjanjian pokok. Selain itu berfungsi untuk 

menyempurnakan suatu hubungan hukum apabila hal-hal yang 

diperjanjikan dalam pengikatan perjanjian jual beli telah dilaksanakan 

secara utuh. 

Notaris dapat mengikat secara hukum para pihak dalam suatu 

perjanjian jual beli tanah jika barang yang bersangkutan mempunyai 

sertifikat hak milik yang sah, namun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

wajib melaksanakan akta tersebut. Karena tanah merupakan suatu barang 

tidak bergerak, maka akta merupakan satu-satunya surat sah yang sah 

dalam jual beli tanah PPAT untuk dapat mengalihkan haknya. Oleh karena 

itu, dalam banyak kasus, baik pembeli maupun penjual harus memenuhi 

sejumlah persyaratan sebelum transaksi pembelian dan penjualan dapat 

diselesaikan.19 

Untuk mencatat memperbaiki pencatatan kepemilikan pada kantor 

pendaftaran tanah di mana tanah itu berada, dan setelah diterimanya 

pelunasan harta tanah itu, dibuatlah surat jual beli dan diserahkan kepada 

19 Muchtar Rudianto. 2010. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Sebagai Perjanjian 
Pendahuluan. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 38 
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PPAT. Oleh karena itu, hal ini dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli. 

yang mengikat secara hukum dapat pula terjadi karena perolehan barang itu 

dilakukan menurut pembayaran-pembayaran yang telah disepakati baik 

oleh pembeli maupun penjual.20 

2. Perjanjian Jual Beli Tanah   

Surat perjanjian jual beli adalah penyerahan suatu dokumen yang 

menjamin kepastian transaksi pembayaran dan pengalihan suatu benda 

yang mempunyai harga relatif tinggi, dalam hal ini adalah tanah. Surat 

perjanjian jual beli merupakan suatu dokumen yang mendokumentasikan 

pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk pembeli dan penjual, 

serta informasi spesifik mengenai barang yang dipertukarkan serta hak 

dan kewajiban masing-masing pihak. Meski tidak mencantumkan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris, namun akta SPJB tetap 

dianggap akta tidak autentik. Sebab, masih terjalin keterikatan antara 

kedua pihak yang terlibat.21 Surat Perjanjian Jual Beli  dibuat untuk 

menghindari kerugian dari salah satu pihak sebelum berlanjut ke PPAT 

atau Notaris. 

Segala pengaturan dalam hukum kontrak diberikan kepada 

masyarakat untuk dijadikan perjanjian sepanjang tidak melanggar 

ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini disebabkan karena hukum 

perdata menganut sistem terbuka, artinya segala pengaturan dalam 

20 Djoko Reksomulyatno. 2010. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Sebagai Perjanjian 
Innominaat. Jakarta: Bina Ilmu. hlm. 14 

21 dan-
spjb/  (diakses pada tanggal 19 Oktober  2022, pukul 22.07 WITA) 
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hukum kontrak diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.  

1. Asas Kebebasan berkontrak  

 Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki 

posisi yang sangat penting di dalam hukum perjanjian mekipun asas 

ini tidak dituangkan menjadi aturan namun mempunyai pengaruh 

yang sangat kuat dalam hubungan perjanjian para pihak. 

Hal ini tidak terlepas dari sifat buku ketiga Kitab Undang - 

undang Hukum Perdata  yang hanya merupakan hukum yang 

mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya 

(mengesampingkannya), kecuali terhadap Pasal-Pasal tertentu yang 

sifatnya memaksa. 

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang 

sebebas-bebasnya kepada setiap pihak untuk melakukan perjanjian, 

tetapi kebebasan tersebut masih memiliki batasan atas berlakunya 

dari asas kebebasan berkontrak. 

2. Asas Konsesualisme 

 Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan 

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Perjanjian telah 

sah dan tidak memerlukan formalitas lain sehingga dikatakan 

sebagai perjanjian bebas bentuk dikarenakan perjanjian tersebut 

telah terbentuk pada saat tercapainya kata sepakat diantara para 

pihak. 
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Istilah secara sah bermakna bahwa dalam pembuatan 

perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah mengikat, sebagaimana 

ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang - undang Hukum Perdata , 

karena di dalam asas ini kehendak para pihak untuk saling 

mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para 

pihak terhadap pemenuhan perjanjian.22 

3. Asas daya mengikat kontrak (Asas pacta sunt servanda) 

 Asas pacta sunt servanda merupakan asas-asas dalam hukum 

perdata yang menyangkut kontrak atau disebut juga dengan asas 

kepastian hukum.23 

4.  Asas itikad baik 

Prinsip itikad baik memiliki fungsi yang sangat penting dalam 

pembuatan kontrak. Dalam menyusun suatu kontrak harus jelas 

syarat- syarat yang baku dan terlaksananya kontrak. 

C. Tinjauan Umum Tentang Waris Dan Ahli Waris 

1. Pengertian Waris 

Hukum kewarisan adalah Peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai peralihan hak milik atas harta warisan dari seorang 

hak waris yang sah dan persentase yang berhak diterima setiap individu 

ditentukan oleh rantai suksesi, yang dimulai dari ahli waris tertentu dan 

berlanjut melalui ahli waris yang lain karena alasan tertentu.24 

22 Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980,  Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 67 
23 Yahman, 2011, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir 

Dari  Hubungan Kontraktual, Prestasi Pustakaraya, Jakarta,. hal 74. 
24 Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171. 
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2. Dasar Hukum Waris  

Dasar dan sumber utama dari peradilan adalah lembaga  yang secara 

langsung mengatur mengenai waris menurut agama, yaitu suatu badan 

pemerintahan yang mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan 

perselisihan di kalangan umat Islam, karena hukum agama bersumber dari 

nas atau kitab suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi 

ompilasi Hukum Islam pada umumnya tetap berpedoman pada 

hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dalam hal 

landasan hukum waris. Sedikit sekali pembentukan KHI yang bersumber 

dari perubahan hukum adat, rumusan KHI lebih mengarah pada adaptasi 

terbatas, khususnya selektif dan sangat hati-hati. 

3. Rukun Waris 

Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam rukun waris 

adalah:  

a) Pewaris adalah orang yang setelah kematiannya atau setelah 

dinyatakan meninggal oleh pengadilan Islam, mewariskan ahli 

waris dan harta warisan kepada orang yang berhak menerima harta 

warisannya. 

b) Ahli waris adalah mereka yang pada saat meninggalnya pewaris 

mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, 

tidak mempunyai batasan hukum yang melarangnya menjadi ahli 

waris, dan beragama Islam. 
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c) Harta Warisan adalah harta yang diwariskan di samping sebagian 

harta bersama yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ahli 

waris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya perawatan 

jenazah (tahjiz), pembayaran. untuk hutang, dan hadiah kepada 

anggota keluarga dekat.25 

Penjelasan di atas membuat seolah-olah rukun Islam tentang waris 

dan hukum positif Indonesia yang dikodifikasikan dalam Kompilasi 

Hukum Islam hanya sedikit berbeda. 

4. Syarat-syarat Waris  

Kewarisan mewajibkan syarat-syarat sebagai berikut: Kematian ahli 

waris, baik yang haqiqiy, hukmiy, atau taqdiriy. Apabila pewaris 

meninggal dunia, maka ahli warisnya pasti masih hidup. Kriteria 

pewarisan yang kedua menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain 

proporsi ahli waris mafqud, jumlah anak yang belum dilahirkan, dan 

jumlah orang yang meninggal dunia pada saat yang bersamaan. Menurut 

Mafqud, pembagian warisan ditunda sampai orang tersebut ditemukan atau 

sampai ditentukan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia 

seluruhnya. Hal ini terjadi sebelum pengadilan memutuskan apakah orang 

tersebut telah meninggal atau belum. Hak untuk mewarisi harta benda 

hanya dimiliki oleh anak yang belum dilahirkan; Namun, bagian 

warisannya tidak dibagikan sampai ia dilahirkan. Fakta bahwa anak 

25 Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam,  
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tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup merupakan bukti bahwa ia benar-

benar hidup pada saat pewaris meninggal.26 

jika orang tua dan anak laki-laki meninggal dalam keadaan 

tenggelam, maka harta warisan masing-masing akan dibagi rata mungkin 

untuk menentukan siapa di antara mereka yang meninggal terlebih dahulu. 

Akibatnya tidak dapat saling mewarisi karena tidak dapat ditentukan siapa 

di antara mereka yang meninggal terlebih dahulu. Ahli warisnya yang 

masih hidup pada saat meninggalnya dialah yang berhak menerima harta 

warisannya. 

5. Sebab-sebab Mendapatkan Waris 

Ada tiga sebab seseorang memperoleh warisan dari orang lain, yaitu: 

 Dalam hal hubungan perkawinan, apabila suami atau isteri 

meninggal dunia setelah terjalinnya akad nikah yang sah, pada saat 

qabla dukhul masih berlaku, maka keduanya dapat saling mewarisi. 

 Ikatan garis keturunan atau kekerabatan menjadi alasan untuk 

menerima warisan yang paling kuat. Hal ini disebabkan karena 

kekerabatan merupakan suatu sebab yang tidak dapat dihapuskan 

dan berlaku bagaimanapun keadaannya. 

 Wala, yaitu ikatan warisan yang terjalin karena seseorang 

melepaskan budaknya atau adanya keinginan seseorang untuk 

membantu orang lain melalui perwalian. 

26https://www.google.com/search?client=firefox-
bd&q=dasar+hukum+waris+menurut+hukum+positif, diakses pada tanggal 19 Februari 2023. 
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Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebab-sebab mendapatkan 

waris adalah:  

 Wajib mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah 

dengan orang yang melakukan tes. 

 Saya seorang muslim. 

 Dapat menjadi ahli waris yang tidak dilarang oleh undang-undang. 

 Hambatan Warisan Keluarga 27 

6. Penghalang Kewarisan  

Ada kendala dalam pewarisan, seperti perbudakan, pembunuhan, dan 

as-Sabuniy, adalah pengetahuan tentang kedudukan ahli waris berdasarkan 

hubungan mereka dengan ahli waris secara pasti dan tidak ambigu. 

Misalnya, ahli warisnya bisa berupa suami istri, anak kandung, atau kakek 

dan nenek,28 dan seterusnya, agar mereka sadar bahwa besarnya bagian 

mereka akan berbeda-beda sesuai dengan sifat hubungan tersebut. 

Warisan terhalang oleh: 

 Pembunuhan  

Dengan 

mencegah sama sekali pewarisan, baik dengan membunuh khata, 

meninggalnya 'amd, atau syibh al-amd, atau dengan membunuh orang-

orang Apabila pihak yang berwenang, misalnya saksi dan eksekutor, 

ikut terlibat, pewarisan dapat dicegah sama sekali. Pembunuhan apa 

27 4 Ibid, Pasal 173, huruf (a) dan (b). 
28 Fatchur Rahman, Hukum Waris, 82.  
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pun yang diancam dengan qisas, diyah, atau kafarah, menurut mazhab 

Hanafiyyah dan Hanabilah, merupakan rintangan dalam mendapatkan 

warisan. Menurut ulama Malikiyyah, pembunuhan yang disengaja 

adalah untuk menghalangi pewarisan, namun membunuh seorang 

khata' tidak berarti demikian. 

 Perbedaan Agama 

Asas dari kewarisan adalah proses para ahli waris saling 

memberikan tolong-menolong. Baik Muslim maupun non-Muslim 

dianggap tidak saling memberikan dukungan satu sama lain.20 

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal-hal yang menjadi 

penghambat seseorang untuk menerima hak warisnya. Hal-hal tersebut 

meliputi hal-hal seperti hak waris dan hak waris:  

1. Jika Anda dicurigai melakukan pembunuhan, percobaan 

pembunuhan, atau penganiayaan kejam terhadap pewaris, Anda 

termasuk dalam kategori pertama. 

2. Disangka menyampaikan laporan bahwa pewaris telah 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima 

tahun penjara atau pidana yang lebih berat. Tuduhan yang 

memfitnah. Apabila sudah ada undang-undang tetap yang 

berdasarkan penetapan hakim, maka kedua hal itu dianggap 

sebagai penghalang untuk menerima warisan. 
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7. Ketentuan ahli waris  

Dalam KUHPerdata dikenal tiga macam penggantian 

(representatie) yaitu:29 

1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas. 

2. Penggantian dalam garis ke samping. 

3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.  

Bagian-bagian yang dijelaskan di atas yang diatur dalam kitab-

kitab fikih, merupakan dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan 

Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.30 

 

 

 

 

 

  

29 R.Soebekti, dan M.Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: 
Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 125-126. 

30 Pasal 176-182, Kompilasi Hukum Islam   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan Sebuah metode dasar untuk memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Sebab, penelitian berupaya mengungkap kebenaran 

secara sistematis, metodis, dan konsisten. Proses penelitian melibatkan analisis 

dan pembuatan data yang dikumpulkan dan diproses.31 

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan 

dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan 

kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.32  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan 

studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Subyek 

kajiannya adalah Standar atau peraturan sosial yang menjadi pedoman 

tindakan setiap orang inilah yang sering disebut dengan undang-undang. 

Kajian yang dilakukan berupa produk perilaku hukum yang membedakan 

penelitian hukum normatif dengan bentuk penelitian lainnya. Oleh karena itu, 

himpunan hukum positif, konsep dan teori hukum, serta hukum kasus 

menjadi fokus utama kajian hukum normatif sejarah hukum, keterbandingan 

31 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 1.  

32 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar grafika, 1991, 
hlm. 13. 
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hukum, sistematika hukum, dan tingkat sinkronisasi hukum merupakan 

contoh sistem hukum. 

B. Jenis Pendekatan  

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :33 

1. Perundang  undangan (statute approach) 

Mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah metode yang telah 

diikuti. Lebih khusus lagi, peninjauan tersebut berkaitan dengan 

peninjauan kembali secara hukum terhadap tata cara jual beli tanah 

warisan yang belum dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

positif. 

2. Pendekatan Kasus (Case approach) 

Jenis Kasus-kasus yang menyangkut penjualan atau perolehan tanah 

warisan yang tidak terbagi menjadi fokus metode peninjauan dan kajian 

hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. 

C. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan bahan hukum berupa :  

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan Hal ini mencakup Sejarah 

hukum, keterbandingan hukum, sistematika hukum, dan tingkat 

sinkronisasi hukum merupakan contoh sistem hukum.  

 

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet.10, PT.Raja Grafindo 
Persada, Depok, 2018, hlm.165
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2. Bahan Hukum Sekunder  

Sumber hukum yang tidak menimbulkan kewajiban mengikat 

tetapi memberikan penjelasan dikenal dengan dokumen hukum sekunder. 

Sumber hukum primer dikumpulkan dari gabungan pengetahuan para 

ahli di bidangnya melalui penyelidikan yang cermat. Informasi ini akan 

memberi Anda wawasan tentang arahan yang dimaksudkan penulis 

mengarahkan argumennya. Dalam konteks ini, konsep-konsep yang 

dapat ditemukan di buku, jurnal hukum, dan internet dianggap sebagai 

bahan sekunder,34 yang memiliki isi kajian Normatif berupa perbuatan 

melawan hukum dalam jual beli tanah. 

3. Bahan Hukum Tersier  

 Bahan hukum tersier adalah Guna memberikan wawasan dan 

pemahaman terhadap dokumen hukum lainnya, berikut disajikan sumber 

hukum pendukung sumber hukum utama dan sumber hukum sekunder. 

Berikut beberapa contoh sumber hukum yang digunakan penulis: Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta kamus hukum lainnya, 

ensiklopedia, dan sumber lain yang sejenis.  

D. Teknik Pengmpulan Bahan Hukum  

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakn penulis dalam 

penulisan ini adalah study kepustakaan (libray approach) yaitu melalui proses 

melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan dengan maksud untuk 

memperoleh atau mencari makalah, ide, teori, bahan, dan doktrin hukum yang 

34 Peter Mahmud Marzuki, 2009, penelitian hukum, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, hal. 93.  
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berkaitan dengan kajian penulis, khususnya perbuatan melawan hukum jual 

beli tanah. 

E. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum pada hakekatnya kegiatan untuk mengadakan Organisasi 

dokumen hukum tertulis ke dalam satu format. Salah satu pengertian 

sistematisasi adalah pengklasifikasian informasi hukum tertulis dengan tujuan 

mempermudah pekerjaan analisis dan konstruksi. Ada metode yang disebut 

analisis kualitatif teknis yang digunakan dalam bidang penulisan hukum. 

Metode ini melibatkan pengumpulan, kualifikasi, dan pada akhirnya membuat 

kesimpulan untuk memastikan hasilnya.    

 


